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GUBERNUR BALI 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR 24 TAHUN 2006 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 33 TAHUN 2004 
TENTANG RELOKASI PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK 
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 21 KEPADA KABUPATEN/KOTA 
 

GUBERNUR BALI, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PM.02/2006 

tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil 

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 

21 TahunAnggaran 2006, maka Pemerintah Provinsi tidak 

mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan 

pembagian hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang 

Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga Keputusan 

Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2004 tentang Realokasi 

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang 

Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 

kepada Kabupaten/Kota perlu dicabut ; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Bali Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Realokasi  Pembagian Hasil 

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam 

Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada 

Kabupaten/Kota; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 115,  

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1649); 

 

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 

tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3985); 

 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4548); 

 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  19/PMK.02/2006 

tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil 

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 

21 Tahun Anggaran 2006; 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN 

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 33 TAHUN 2004 

TENTANG REALOKASI PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN 

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI 

DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KEPADA 

KABUPATEN/KOTA. 

 

Pasal 1 

 

Keputusan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Realokasi Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 

kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2004 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 
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      Ditetapkan di Denpasar 

      Pada Tanggal 28 Agustus 2006 

 
GUBERNUR BALI, 
 
 
 
 
DEWA BERATHA 

 

Diundangkan di Denpasar 

Pada tanggal 28 Agustus 2006 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
                     
 
 
 
                   I NYOMAN YASA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 24 

 

 

 

 

 


